
GTIBERIYTIR LA]VIPIING

PERATURAN GUBTRNT'R' I'AMPT'ilG
NOUOR 12' TAIIUII 2018

TENTAI{G

PEMBERIAI{ TAUBAIIAI{ PENGHAAII''AI{ PEGA'WAI IIEGERI SIPIL DAII

cALoN ppceml ipcpru $PrL DI-LIISIruNGN{
PEUERINTNI PROVII| St I..AUPUITG

DET{GAN RAIIUAT TUIIAI{ YATG MAIIA ESA

GI'BERIW'R LIIUPT'NG'

fearnbang : a. bahwa peratura.n Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2o17

tentang ptilutJ"" i"tu't'ut' e"t"et'"Iiutt Pegawai Negeri Sipil

a"., 
""#ii"u#?i 

1'1E tl sipl di.iiigku"g"' PJmerintah Provinsi

*0"'*'r*? ditetapkan ultp"dom?t pid^ k"t"t'tt'"t' Pasal 63

,v"t (zl 
td"Lit'il"'pit*ti"tti' Nomor 

'58 Tahun 2005 tentang

e"ttg"tor*i?ii""g" oryt"f" menyebutkan Pemerintah Daerah

dapat memberikan tambahan pt"Jt"""if"' kepada Pegawai Negeri

Sipif oa-erJ berdasarkan pertiribangan yang objektif dengan

,,,"**'iliffr'u'i;;;p"".,it""*J"idalrah'da:rmemperoleh
persetujuan DPRD sesuai--- denean ketenruan peraturan

pt..,'a^l?-",''ia',;' n"'1[-a1'rt"r'L penataan kembali sesuai

t"t".,t.,I,ip.-oturL penrndang.undangan yang berlaku;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu{gln Daerah

""u"g.iil'.il-","i"J..ai"u"r, 
beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Nege-n ttomor Zf Tahun 
'2O-11' 

bahwa

p.*ut'il'tirniuitt' p"ttgrti"ilan kepada Pegawai Negeri Sipil

Daerah ditetapkan dengafl peraturan kepala 
- 
daerah dengan

m"tp"ttimUan^gta" kemampuan keuangan daerah;

c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpada
huruf a dan huruf b tersebut dj ;;"' plrlu menctapkan kembali

Peraturan Gubernur tentang pemte;an Tambahan Penghasilan

p"g"*uiw"J"iilpil-a"t c'r"'" Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi LamPung;

Uengtnget : 1'Undang-Undang. Olo.rng 
'-O--Id"" 

1964 tentang Penetapan

PeraturanPemerintahPenggantrUndang.UndangNomor-3Tahun
1964 tentang Pembentukan DSerah fingkat I Lampung dengan

*""*;'J"'3;6""t-tiia9e. N.omor 25 Tahun 19s9 teotang

Pembentukan Daerah fingL"i i Sumatera Selatan menjadi

Undang-Undang;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

*"**"* i"if'?*"tn a"rr eebas dari Korupsi' Kolusi' dan

NePotisme;

3'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparahr Sipil

Negara;

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

o""'"iit """uii'iio"tta 
ierarr diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Unding Nomor 9 Tahun 2O15;



a

5. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengel6laan

Keuangan Daerah;

6.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2olotentangDisiplin
Pegawai Negeri SiPil;

T.PeratlranPemerintahNomorllTahun2olTtentangManajemen
Pegawai Negeri SiPil;

S.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2olTtentarrgPembinaan
nan Renga*asan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali aiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1;

1O. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dart

ReformasiBirokrasiNomor33Tahun2olltentangPedoman
Analisis Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 20 I I tentang Pedoman

Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

ReformasiBirokrasiNomor3gTahun2olltentangPenetaPan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorS0Tahun2ol5tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun

2O11 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

15' Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara N-o-mor 
. 
2 I Tahun

2O11 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun

2017 tentangTata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

k "ilil sebagaimana telah aiubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

18. Peraturan Daerah Provinsi La.rnpung Nomor 1O .Tahun 2017

tentane Pembentukan dan Susut'an Organisasi Badan
p{".ry"i."gg,,a Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badal
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi

LamPung;

Mempcrhatitaa: l.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun..2o-l5 tentang

Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi LamPung;

2.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2O16 tentang

xeauJJan' susunan organisaii, tugas dan fungsi serta tatakerja

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang

f.arJuUt , susttrrErn organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja

sekretariat bewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

4.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang

X"aua*"", "tl""tt"tt 
organisaii' tugas dan fungsi serta tatakerja

InsPektorat Provinsi LamPung;
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5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan orgatisatf tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

6. Peraturan Gubernur Lalnpung Nomor 63 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisa"f tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Kesehatal Provinsi LamPung;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunar o.g"t'io"{ tugas darr fungsi serta tatakerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organilasii tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Perumahan, Kawasan 
-pErmutiman-dan 

Pengelolaan Sumber Daya Air

Daerah Provinsi LamPung;

9. Peraturan Gubernur l'ampung Nomor -66 Tahun 2OL6 tentang

Kedudukan, susunan organisasi,-tugas dan fungsi serta tatakeda Sltuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2Ot6 tentang

Kedudukan, susunan ".gut'i"""i 
tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Sosial Provinsi L,amPung;

1 1. Peraturan Gubernur L€rnpung Nomor -68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisasi,-tugas dan fungsi serta tatakerja Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;

12. Peraturan Gubernur la'mpung Nomor 69 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan ttg"i'i*""i, tugas dan fungsi 99rta tatakerja

Pemberdayaan Perempuan-tlan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

13. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukal, susun€ur otg""i'"""f tugas dan fungsi serta tatalerja Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomol 7-l Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan otg"'i'"""i tugas darr fungsi serta tatakerja Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi l'ampung;

15. Peraturan Gubernr:r Lampung Nomor 7-2 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susurlEul "tg""i'o"f tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provtnsr Lampung;

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Kedudukal, susunan otg'"i-"t"f tugas dan. fungsi serta tatakerja Dinas

e.-U"ta"y".t Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;

l T.Peraturan Gubemur l.alnpung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan'

susunan organisasi, ;;Jt d; fungsi serta tatakeda Dinas Perhubungaa

Provinsi Lampung;

18. Peraturan Gubernur lamPung Nomor 7-S Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan ,;;i;"f tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Xo-rnita"i, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;

19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7-6 Tahun 2016 t€ntang

Kedudukan, "r"*-, otg"t'i*""i tugas dan.fi'ngsi serta tatakeda Dinas

f.p"."S, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi l'ampung;

20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7-7 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, "r"...r* "tg"t'i"t"il 
t"gas dal fungsi serta tatakerja Dinas

ir""."^-". uodal dan eJuyanan'rerpadu satu Pintu Provinsi Lampung;
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21. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 7A Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;

22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organiiasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Perpustakaan dal Kearsipan Provinsi Lampung;

23. Peraturan Gubernur t€mpung Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Kelautan dan Perikanal Provinsi l,ampung;

24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8l Tahun 2076 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Pariwisata Provinsi LamPung;

25. Peraturan Gubernur LamPung Nomor a2 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,susunanorganisasi,tugasdanfungsisertatatakedaDinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;

26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;

27.Pera1trat Gubernur Lampung Nomor A4 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organiiasi, tugas dan fungsi serta tatake{a Dinas

Kehutanan Provinsi LamPung;

28. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 85 Tahun 2OL6 tentang

Kedudukan, susunan organiiasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

29. Peraturan Gubernur t,arnpung Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunart organiiasi, tugas dan fungsi serta tatakeda Dinas

Perdagangan Provinsi Lampung;

30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor a7 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas

Perindustrian Provinsi Lampung;

31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi l'ampung;

32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2OL6 tentang

Kedudukan, susunan organisasi' tugas dan fungsi serta tatakerja Badan

Keuangan Daerah Provinsi LamPung;

33. Peratural Gubernur LamPung Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,susunanorganisasi,tugasdanfungsisertatatakerjaBadan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;

34. Peraturan Gubernur L.ampung Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,susunanorganisasi'tugasdanfungsisertatatakerjaBadan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;

35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,susunanorganisasi'tugasdanfungsiserta'tata}erjaBadan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Iampung;

36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2O16 tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan
Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Lampung;
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MenetaPkan

37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 94 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan otgut'i"^""i, tugas dan fungsi serta tatakerja

e"a".t e"t 
".,ggrlangan 

Bencana Daerah Provinsi Lampung;

38. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 95 Tahun 2O16 tentang

Kedudukan, susunan otgut'i"uii, tugas dan fungsi serta tatakerja

Badan Penghubung Provinsi Lampung;

39. Peraturan Gubernur Lampung Nomol ]0 Tahun 2017 tentang
--' 

Rincian Tugas, Fungsi dan taiakerja-Ba.dan Penyelenggara Korps

ir"g^*"f nEpuUfit indonesia dan Badan Layanan Pengadaan

eaiang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

ieu-crnsrmn PEGAwAT NEGERT sIPrL DAN cALoN PEGAwAI
-ITBCiNI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

LAMPUNG.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

I . Daerah adalah Provinsi Lampung'

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
- 

""i"g"l 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah'

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung'

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung'

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
" il$;t apeo .a.l.h Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi LamPung.

6. Pesawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
" ,r"sfi;il;"h e.gu*ui'N"g..I sipil da; pegawai pemerinrah dengan

p".j..rii.r, Kerji yang diingkai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

dan diserahi tugas dalair suatu jabatan pemerintahan atau

Jiserat i tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan '

7. eegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga

""E*" 
Indo"nesia yu,,i tJt"t''fri syarat tertentu' diangkat sebagai

;;;;i Ap".atu; Sip"il Negara secara tetap oleh pejabat Pembina

i."i"g"*"i:." untuk menduduki jabatan pemerintahan'

S. C.lo.t Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS.adalah
- ;;;g; .Jg^." indonesia yut'g i't*tn'hi syarat tertentu' diangkat

"Jig.l 
Fegawai Aparaiur 

-Sipil N"gut" oleh pejabat Pembina

f..p"-g"r""i.i untuk menduduki j abatan pemerintahan'

9. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur-' 
J^i o.*rn perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

...,r""r, pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;

10. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang 
-selanjutnya 

disingkat
- -' 

irpoTu"it Kerja adalah Satuan kerja Perangkat Daerah/Unit

Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung'

11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada

instansi Pemerintah.
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12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

PimPinan Tinggi.

13. Jabatan Adinistrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi lunsli da1
'" ;;;;" ue.xuit.r, d;;g;; pelavanan- publik serta administrasi

pemerintahan dan Pembangunan'

14. Peiabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Administrasi pada instansi pemerintah'

15.Jabatan Fungsionai adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
^" i"g^J"tt"iL., a"t'j"" ptlayat'an 

'fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu'

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Fungsional pada instansi pemerintah'

17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan pro"""' itttg"t'gt^itt" pemindahan dan pemberhentian

;;;;;;ildN aesuai denian"tetlntuan piraruran perundang-undan gan'

l8.Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian

jabatan dan Peta jabatan'

19. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan Ya]g..!er]si

informasi tentang ,,"-t jttut"", koJe jabatan' unit organisasi' ikhtiar

j;;;*", uraian t"g"", 't"Uu" kgtj."' perangkat kerja' ..hasil kerja'

i."gg",igj"*"b, we*-enang, nama .iabatan yang berada di bawahnya'

to.Ei^"il.U.tan, kondisi ti"t'gtrrngan kerja' resiko bahaya' syarat jabatan

dan informasi jabatan lainnYa'

20. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal
-" ;;;p"" - horizontal rn"t'"'i struktur kewenangan' tugas - dan

't*g[',i.rg"*ub jabatan serta persyaratan jabatan' Peta. .jabatan
.r"iEg"riu".t.r, ""r,.,t-' 

jabatan yt"g uat dan kedudukannya dalam unit

kerja.

21. Nilai Jabatan adalah nilai komulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi
- - ,"J"n"y" jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan'

22. Kelas Jabatan (Grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organiasi

vane didasartan fras'i't evaluasi jabatarr yang selanjutnya digunakan
'""Uigui dasar pemberian besaran Ttrnjangan kinerja'

23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang telah atau
-- fr""a"t dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur'

24. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang. diberikan
- X"p"a" i.g.*.f Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil- untuk

--J"i"gUtfir" kese.lfhteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai

Wegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung'

25. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai ' untuk

melaksanakan tugas dan -bekerja di Kantor termasuk waktu istirahat

;;;;;;""" telafditentukan dalam peraturan perundang-undangan'

26. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang-- t"i"a" Pigawai ,.rt,-rt mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau
p".rdidik"t -keterampilan baik di dalam maupun di luar, -negeri 

dalam
jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh

iem-baga/Negara yang *".,d.t'"i 
- 
pelaksanaan tugas belajar dan tidak

mengikat kecuali pendidikan kedinasan'
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BAB II
JAU TGR.'A

Pasel 2

(1) Jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
'-' a. Hari 

-Senin 
sampai dengan hari-Kamis'

Jam kerja : O7'30 - 15'30

Istirahai : 12'O0-12'30
b. Hari Jum'at.

Jam kerja : O7'30 - 16'00

Istirahat : 11'3O -12'30
(2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimar<3ga pada ayat (1), peling sedikit

7.5 ttuiuh r.o*. ri*"illi"autam r (""t"1 hari dan/atau 37'5 (tiga puluh

,"I"i;i;; fi"ra; jam daram 5 (lima) hari kerja'

Pasaf 3

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mencatatkan

waktu kehadiran dan ;;"il;; kJ'i'-"""'"i dengan ketentuan jam ke-r1a

;;;"c"t;" ai*"x""a'p"a"" pagar 2 ayat t1), dengan menggunaxan

perang!<at elektro.,'rt UtttgJtpti"{ dan atau-perangkat lain yang handal dan

akuntabel.
(21 Pencatatan kehadiran dan kepulangan qit1k"lr3t secara manual' apabila'

a. oeranskat aan "istJil';;;;;;; 
daftar kehadiran dan kepulangan

-"ngal"ttti kerusakan atau tidak berlungsl;

b. Pegawai N.s"A sipi J"tt C'fL" p"g"*"i Negeri Sipil belum terdaftar

dalam sistem pencatatan secara elektronik;

c. tedadi keadaan 
';;;;-;; dan/atau kerusakan' sehingga

' 
;;;;*; tenaairJtlaart dapat dilakukan sebagaimana mestinva'

(3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Keria waiib melakukan

oencatatan kehadiran' """"i" *"""f 
yang dipergunakan untuk 

' 
back uP

HH'?;;.t;;-;;il; sebagai 
-dasar pemberian penilaian dan

penjatuhan hukuman disiPlin'

BAB III
PENGHITI'NGAN TAUBAIIAN PENGIIASII'AI{

Pasd 4

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan
' 

Penghasilan setiaP bulan'

(2) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai indeks' nilai

jabatan pra. "tt'"Jl8"" 
-i"t"t"' 

dan koefisien kemampuan keuangan

daerah sebagait'""";;;';;aJ"t r'"rnpitan I Peraturan Gubernur ini

yang merupakan b";;-tid;;"tpiJu" dari Peraturan Gubernur ini'

[3) Komponen p"rnU"itt' tambahan penghasilan berdasarkan tingkat

kehadiran f.",:. ""Utg"itana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Gubernur i"i V""g '8t"p"fttt 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini' 
PaEal s

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil mendapat pengur'rngan

tambahan penghasitanlp"bii; rn""lttgg- Gtenhran jam kerja sebagaimana

Ji-at 
"rra 

pada nasal 2 ayat (1), yaitu:

a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;

U. tia"t berada di tempat tugas pada saat Jam t<el]a;

c. terlambat masuk kerja;
a. p"f.ttg kerja sebelum wal<tunya; dan. 

-
I i;aJ-ii""-i:si daftar hadir kerja dan daftar pulang kerja'



Pasal 6

(t) peeawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil yang terpenuhit-' 
""rl,i-fr* 

j"ii"i ir"ai namun tidak beiada ditempat tugas Pada saat jam

kerja dibatalkan daftar kehadirannya'

(2) Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan

oleh atasan langsung i"g.*tirutg"ti Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil

;;;;-;[1"hui- piripinin/Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja vang

bersangkutan 
Pasar 7

(11 Pesawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan
' p"igrr..t gai tambahan penghasilan apabila:

a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun
-' i"". "&"ri 

ying dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan dokumen

lainnYa;

b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

c. cuti tahunan; atau

d. cuti karena alasan penting sehubungan dengan terjadinya musibah

pada anggota keluarga; dan

e. izin karena hal tertentu yang disetujui oleh atasan langsung dan

ait"trt ri oleh pimpinan Oiganisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang

Uersangk tat selama maksimal 3 (tiga) hari dalam satu bulan'

(2) Cuti karena alasan penting untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada

''';;'[i-;;id" t'iaat ieletitri 5 (lima) hari kerja' untuk hari kerja

berikutnya dikenakan pemotongan'

t3l Cuti sakit karena menderita sakit tetap yang berpengaruh terhadap
t"' 

It",i"iti.- 1".:", ,ia"t dilakukan pemotongan tambahan penghasilan

"^-p"i 
dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya

dibeiikan 5O;/o 1lima pu-luh persen) dari tambahan penghasilan'

(1) Pegawai Negeri SiPil dan
tambahan Penghasilan aPa

-8-

Pasal 8

Calon Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan
bila:

a. tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu

(belum diberhentikan sebagai PNS);

d. dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah

Provinsi LamPung;

e. cuti di luar tanggungan negara; dan

f. menjalani masa persiapan pensiun'

(21 Peeawai Ne*eri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan karen-a

'-' il'"k';";;l;nyai jabatai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena Alih Tugas dan atau

mutasi dari luar Pemerintah provinsi Lampung pada jabatan Pelaksana

atau Jabatan Fungsional Tertentu (angka kredit) sampai dengan I lsatu)

bulan.
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Pasd 9
(1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil karena menjalankan

tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 5O o/o (lima puluh
persen).

(2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tambahan
penghasilan dibayarkan sebesar selisih antara tambahan penghasilan
pada tingkatan jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(3) Apabila tunjangan profesi yarrg diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 lebih besar dari pada tambahan penghasilan pada tingkatan kelas
jabatannya, maka yang dibayarkan ada-lah tunjangan profesi pada
jenjangnya.

(4) Termasuk tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) adalah dokter, guru dan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.

PeEal 10

(l) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibebqskan
sementara dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat
mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50 7o
(lima puluh persen).

(2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen)
terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan
fungsional yang bersangkutan.

Pasd 11

(1) Gubernur menunjuk pejabat yang membidangi keuangan untuk
mengelola pembayaran Tambahan Penghasilal Pegawai.

(2) Pembayaran sebagaimana dimalsud pada ayat (l) berdasarkan
rekapitulasi da.ftar hadir elektronik lfinger print) dan atau yang
dipersamalaa lainnya yang dapat dipertanggunglawabkan yang
ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

BAB tV
KOMPOITEN PERTIITI'NGAX BESARAIT TAUBAIIAN PEITGHASIL/TN

Upah Minimum Provlnsi
Isdeks

Nllel Jabatan Terkecil

TP BDTP x f,Skor

Keterangan:
- TP = Tambahan Penghasilan
- BD TP = Besaran Dasar Tambahan Penghasilan
- lSkor = Total skor nilai dan pengukuran.

Bagtaa Kesatu
Penghttuagan Bcaeaa! Tambahan Penghasila"

Pas&l 12
(1) Penghitungan Indeks besaran Tambahan Penghasilan dihitung

berdasarkan Upah Minimum Provinsi dibagi nilai jabatan terkecil, dengan
rumusan:

(2) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan nunusan sebagai berikut:



- l0-

(3) Contoh Penghirungan dan Jumlah tambahan penghasilan yang diterima
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
tercantum dalam Lampiral IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Besaran tambahan penghasilal diberikan setiap bulan kepada Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan indikator
kedisiplinan kehadiran bekerj a.

Pasd 14

(1) Penilaian kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
ditetapkan berdasarkan jumlah jam ke{a efe}rtif setiap bular.

(2) Penghitungan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada daftar kehadiran pagi dan sore yang diakumulatif.

Pasd fs
Penilaiarr kehadiran sebagaimana dimalsud dalam Pasal 4 ayat l2l, diberikan
sesuai dengan penilaian atasan langsung dengan kategori sebagai berikut:

a. Sangat baik sekali (nilai 91 s.d 100) capaian kehadiran 10O;

b. Baik (nilai 76 s.d 90) capaian kehadiran 75;

c. Cukup (nilai 51 s.d 75) capaian kehadiran 5O; dan

d. Kurang (nilai < 50) capaian kehadiran 25.

Pasd 16

BAB V
PEUBAYARAIT DAIT PA'AI(

Baglan Kesatu
Peabayaran

Paral 17

(1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan mulai tanggal 5 (lima)
bulan berikutnya.

(2) Percepatan pembayaran tambal:an penghasilan dapat dilakukan selain
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan

b. pada bulan Desember setiap tahun anggaral.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah memenuhi
persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Kehadiran kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
sebasaimana dimaksud da-lam Pasal 5 dilakukan secara berjenjang
berdasarkan tingkatan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah/unit
kerja masing-masing.

(2) Rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan ditandatangani oleh
Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Ke{a sebagaimana tercqntum
dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Kedua
PaJak

Pasd 18

Pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yalg berlaku..

Bagiao Ketiga
Pembia5raan

PsEaI 19

(1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan
kepada Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

(2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB \II
UOIIIIlORING DAN E\IALUASI

Pasal 20

(1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan
Gubernur ini dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat
Daerah/ Unit kerja.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui
pengawasar melekat dan pengawasan fungsional.

(4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja dan atasan langsung
secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian
tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian
penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan
pertanggungj awaban APBD.

tambahan
mekalisme

B/IB VII
TETEITTUAIT LIUII-I.AIIT

Pseg,l22

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi
Perangkat Daerah/Unit Kerja tertentu dapat diberikan tambahan
penghasilan selain yang diatur da-lam Peraturan ini, dengan ketentuan:
a. diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang

bersangkutan;

b. tersedianya anggaftm pada APBD Organisasi Peraagkat Daerah/Unit
Kerj a yang bersangkutan;

c. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawl Negeri Sipil.vane telah menerima jasa

pelayanan, uPah pungut, l"ttinrtl"i dan iainnya tihak-menerima tambahan

penghasilan ini. 
',,^sal24

Pesawai Negeri Sipil dan Ca-lon Pegawai Negeri Sioil diberikan tarnbahan

.r.ishasilan bulan ke 13 (dga beras) sesuai kemampuan keuangan daerah

i..r"p".rt ."t, perundang-undangan'

Pasal 25

Aoabila keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat diberikan

tambahan penghasilan x"#il'r"-"lg' xerja .'xontrat< 
atau Pegawai Tenaga

frJ". r.pi" iptnl-) yang diatur dengan Keputusan Gubernur'

Pasd 26

tll Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 
4' Pasal 6' dan Pasal 7

dikecualikan u"6 .r"i^i^.,'*pi",pi"""- Tinggi Madya, 
- -Jabatan 

Tinggi

Pratama, "t 
,, f"pa" b"tltttisasi elrangt<at Dierah /Unit Kerja'

(2) Jabatan Pimpinan- Tinggi Madya'... Jtbtt11lhggr Pratama atau Kepala

Organisasi e"."''gr" 
-ffiLrah 

wajib mengikuti dan menghadiri seuap

undangan aa"rn tg"tlal'l ""art 
"ttul.'"tt g"tst""t atau lainnya yang

dihadiri olerr cuuert'l'iTfi;;"'*-;kil Gubernur dan/atau Sekretaris

Daerah.

{3r peiabat sebagaimana dimaksud dalam ayat.(l' dan ayat (2), jika tidak

' ' daoat menghadiri d";;;;"" v""g taut ielas' maka dilakukan

p"rrgrrr"rrgrnp"*u"a""t'tit^tJi"t'-pffi asilansetiapbulandari jumlah

i".E Jit"f,-" setelah dikurangi pajak' dengan ketentuan:

". .iik" 1 s.d 2 kali dikurangi sebesar 1'o 7o;

b. Jika 3 s.d 5 kali dikurangi sebesar 2'0 Yo;

c. Jika 6 s.d 9 kali dikurangi sebesar 3'O 7o;

d. Jika 1o s.d 15 kali dikurangi sebesar 4'0 %; dan

e. Jika 15 kali ke atas dikurangi sebesar 5'O 7o'

-t2-

Pal8al27

BAB VIII
XITENfl,AN PEITUTI'P

Pasaf 28

Hasil penilaian kehadiran dalam Peraturan Gubernur ini' tidak

mengenyampitgx.t' pt";"itit"" nit*"" disiplin sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang APararur Sipil Negara; dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku' maka- Peraturan Gubernur Nomor 8

Tahun 2017 tentang p"lnU"''iui- f*'[ahal1 Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan

calon Peqawai llegtti sipii"ii?t'fr;;;;il-e"rintah Provinsi Lampuns' dicabut

J^" Ji"vlt*", tidak berlaku lagi'



Paeal 29

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
G"ubernur ini dengan p.ne-patar:.n'.ra dalam Berita Daerah Provinsi Lam

-t 3-

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Februari 2018
PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPIING,

Ir. HAMARTONI AHADIS. M.Si
Pembina Utama Madya

NrP. 19640209 198903 1008

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal L2 - 02 - 2018
GI'BERI{UR LAMPT'NG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Saiinan sesuai gan aslinya
KEPALA B o

ZL' It
Pembina Utama Muda

NrP. 19680428 199203 1003

Peraturan
pung.

ttd

)

I

BERITA DAERAH PROVINSI LAIUPUNG TAHI'N 2O18 NOM,OR: 12



L/IMPIRAN II PERATI'RAIT GT'BERI{['R LTUPT'If G
ITOUOR . . TAHI IY 2OlS
TANGGAL: i. , ''.-.i.r.ri 2()18

PERHITI'ITGAIT TAUBAIIAN PEI{GHASIL/TJT PEGAWA I{E'GERI SIPIL
DAN CAIIIIT PDGAWAI I{EGERI AIHL

Nama PNS
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
OPD/Unit ke{a

ilengetahui/ UeayetuJul:
Atasan PeJabat P. enllai,

Ilama
Nip.

Baadar l.ampung,

PeJabat Penllai
(Atasan Langaungf,

IIama
Nip.

No. II{DIKATOR ISITERJA ilILIU PEITGUXI'RAN
XINER.'A SKOR

7 2 3 4 5

XEHADIRAN KER^,A ( lOO%l
a. Jumlah Kehadiran penuh 100 100/10O x 1OO 100,oo%
b.Jumlah kehadiran /j arn ke{a

dibandingkan dengan jumlah hari
ke4a/ia- kerja efektif setiap bulan

Jumlah
kehadiran
dibagi
jurnlah hari
kerja efektif
dikalikan
seratus

Nilai dibagi seratus
dikalikan seratus

Hasil Skor

(TP = Beearan TP r skor)

GT'BER.ITUR

u o



LltfPIRAx III : PERATIIRAII GUBERI{IIR L/IUPUIIG
NOUOR : .'- TAIIIII 2018
TAI|GG}AL : ,: --c-r'.';: i 2Ol8

REKAPITUI,AST PERHITIINGAIT TAIBAITAN PENGHASII.AN PEGAWAI TIEGERI
SIPIL DAJT CAI.ON PEG}AWAI I{EGERI SIHL

OPD/T'IYIT XER.'A
BI'LAN

Bandar Lampung,

I{JEPALI\ OPD/['MT XER.IA,

No. NA.TIA PDGAWAI
BESARAN
Tambahen

Peaghastlarr

SKOR
(KGhrdtrrr) (Skorl JI'UL/III

DITERIUiI

I 2 3 4 5 6

GI'BERITTIR G,

ITIP.

Jumlah

M.



LAUPIRAIT IV : PERATIIRAIf GI,BERI{I,R I,AUPIIITG
ITOUOR . ] TAIrT'I{2O18
TAIYGGAL : ': . 1., ::ii 2OlA

COI|TOH:
PERHITTII|GAI| TATBAIIAI{ PEIYGHASIIJIT PEGAWAI I{EGERI AIPIL DAIT

CALOI{ PEGAIPAI I{EGERI AIPL
Nama PNS
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
SKPD/Unit keq'a

Bandar Lampung,

Mengetahul/ f eayetuJul:
Atasaa PeJabat Peailai,

NIP.

PeJabat Penllal
(Atera! Lrglurgl,

rIP

No. KOIUFONEN KINERJA muu PENGUKURAN SKOR
1 2 3 5

Tl"gkat Kehadiran ( 1OO%)
a. Jumlah kehadiran penuh 100 10O/ lOoxlOO% l00,ooolo
b. Jumlah kehadiran 15 hari kerja

dan hari kerja efektif setiap bulan
22}:arikena.

15/b22x7(n=
68 68 x TOOok 6A%

TP = BD x Jumlah Slorl = 3.O(X).(XX) x 687o =Rp. 2.O4O.OOO,-

GUBERITUR

M.

4



LAMPIRAN I

BESARAN TAUBAIIAN PEIfGHASILIUT PBGAWAI I{EGERI SIPIL DAIT
CAII)IT PEGAITAI I{EGERI AIPIL DI LIITGKT'I{GAIT PEUTRII{TAII

PROVII{SI I.A'uPUITG

I(xTERANGAN

tan StrulrEral
Sekretaris Daerah Provinsi
Asisten Selfietaris Daerah Provinsi

7

3

Kelom

Kelom Jabatan Terteatu

a Kelom k Jabataa PelaLsaaa Jabataa

Stal Ahli Gubemur, Inepektur, Sekretaris
DPRD, Kepala Dinas, Kepal.a Badan, Dircktur
Utama RSUAM dan Kepala Satuan Polisi

Pra a
Kepala Biro, Direktur pada RSUAM, Kepala
Badan KORPRI.
Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu,
Selaetaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala
Bagian, Kepa.la Bidang dan Kepala Badan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan Daerah kovinsi.
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada
Selqetariat Daerah, Selrretariat DPRD, Dinas,
Badan dan Satuan Polisi
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Unit
Pelaksana Telnis Daerah Dinas darr Badan
Daerah Provinsi,

JFf Tin Ahli Utama
JFT Ahti
JFI t Ahli Muda
JFI t Ahli Pertama
JF"I t Pen lia
JFT Tin Teram Pelaksana tan
JFT t Teram Pelaksana
JFI t Teram Pemul,a

Uaum
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelalsara
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelakssna
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana o
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

GTIBERNT'R L/IMPUNG

u

Kredi

I e
d
c
b

d

b

d

b
a

IV
IV
rv
IV
TV

u
In
III
IIt
II
II

n

b
a

NIIJII
IABATAN

INDEI(s
tRp)

KOEFISIEN

BESARAN
TAMBAHAN

PENGHASILAN
(Rp)

No.

3 1 6I

A.
0,55 20.000.000l7 4.24O 8.644I

3.65s 4.644 o,26 8.OOO.OO0) 16

3.375 a.644 o.2a 8.O00.oool5

4.644 5.OOO.OOO4 3.125

2.165 4.644 o,t7 3.OOO.OOOt2

4 11 2.OOO 8-644 o,l5 2.500.ooo

9 1.430 4.644 2.OOO.OOO

8.6446 8 1.295 o,18 2.OOO.OOO

I 2.r40 8.644 o,t7 3.OOO.OOO
2 I1 1.985 4.644 o,16 2.650.000
3 lo 1.685 4.644 0,18 2.500.ooo
4 9 1.360 0,18 2.OOO.OOO
5 t.295 4.644 0,18 I .950.000
6 7 955 8.644 o,23 1.850.OOO
7 6 790 o,26 1.750.OOO
8

7 955

4.644

8.644

o 38

0 31

1.600.o00

2.500.ooo
2 6 790 8.644 o,30 2.OOO.OOO
3 5 590 8.644 o,34 1.750.OOO
4 4 440 a.644 o,43 1.600.o00
5 4 440 8.644 0,40 1.500.000
6 3 340 8.644 0,45 1.300.000
7 3 340 4.644 o,43 1.250.oo0
8 3 340 o,41 1.200.o00
9 3 340 4.644 o,40 1.150.000

10. 2 290 4.644 o,42 1.O50.O00
11. ) 290 8.644 0,40 l.OOO.OOO
t2. c 290 4.644 o.36 900.ooo
13. 2 290 o,34 850.000
14. I 240 8.644 o,39 800.oo0
15 240 8.644 o,37 750.000
16. 1 240 8.644 o,29 600.ooo
t7 1 240 4.644 o,25 500.ooo

HO

,

: PERATT'RAIT GT'BERI|TIR LIIIPI'ITG
I{OUOR : i2 TAIrITII 2018
TAIf(X}AL 2 i: - :)ruari 2()18

I(f,LAS
JABATAN

3.

0,1914

5. o,17

B.

8

4.644

4.644

Jabatan Pelaksana [Golonsan IIl
8.644

I

5149O

--- &644 I

z 5



LAITTPIRAN I PERATT'RAN GUBERNT'R I"AMPUI{G
NOMOR , ,i TAHUN 2()18
TANGGAL : il . ... rri:j 2OlA

BESARAN TA}IBAHAN PENGHASILIIN PEGAWAI ITEGERI SIPIL DAN
CALO!5 PEIGAWAI ITEGERI SIPIL DI LIITGKT'IIGAN PEUTRIIITAII

PROVIilSI LA}IPT'I{G

BESARAN
TAMBAHAN

PENGHASIUTN
KETERANCAN

Sekretaris Daerah Provinsi
Asisten Sekretaris Daerah Provinsr
Staf Ahli Gubernur, lnspektur, Sekretaris

7

Kelom k abatan Stntlcural

Kelom Jabatan

c Kelom

DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur
Utama RSUAM dan Kepala Satuan Polisi

3

Pa Pra
Kepala Biro, Direktur pada RSUAM, Kepala

Badan KORPRI
Sekretaris lnsp€ktorat, lnspekur Pembantu,
Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala
Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Badan
Pe bun
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan Daerah Provinst.
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada
Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD' Dinas,
Badan dan Satuan Polisi Pra a

Tertertu

Kepala Sub Bagian dan
Pelaksana Teknis Dae
Daerah Provinsi

t Ahli Utama

Kepala Seksi Pada Unit
rah Dinas dan Badan

3.000.000 JFT

I Uleum

JFT t Ahli M
JFT t Ahli Muda
JFI t Ahli Pertama
,IFT t Teram lia
Jft Tin t Teram Pelaksana Lan utan
JFT Teram Pelaksana
JFT Tin t Teram Pemula

2

Jabataa Pelaksaaa abataa

0

Jabatan Pelaksana Golon IV e

Jabatan Pelaksana IV d

Jabata-n Pelaksana Golon ry c

Jabatan Pelaksana IV
Jabatan Pelaksana Golon IV
Jabatan Pelaksana Golon III d

ut/clJabatan Pelaksan a (Golon

Jabe tan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

Golon III b
Golon III a

Golon II d
II c
rrlb)Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

600.000 Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

d
c
b
a

Salinan sesu dengan aslinya
KEPALA B HUKUM,

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 oo3

GUBERNLIR I-AMPUNG

ttd

KOEFISIENINDEKS
(Rp)

NTLAI

IABATAN
KELAS

IABATAN
No.

6521

A.
20.ooo.o000 558.644t71

8.OOO.OOOo,268.6443.65516

6.O00.000o.2a3.375l53

5.000.0000,19

8.644

t\.6443.125l4

3.OOO.OO0a.644 o,172.165t2

2.500.0000,158.6442.0001l4

2.000.000o,178.644I .4309

2.000.000o,188.644),.29586

0 178.6442.140t2
2.650.C000,168.6441.98511

0,188.6441.685lo3
2.OOO.OOOo,188.644r.3604 9
l .950.OOOo,188-6441.29585
1 .850.000s,6++ I 09556 7
1.750.0000 268.6447906
l 600.ooo

2.500.000

8 0,:r8

o 31

8.644

8-644955

490
I

5

7
2.000.oo08-6447906
1.750.000

o,30_
0,34a.64459053

l .600.o000,434404 4
1.500.ooo8.644440

8.6446 3 1.300.oo0

-. 

0,45
o,438.64434037

1.200.0004.6443408 3
1.150.OO0

_ 0,41
o,408.6443409 3

r _o50.oooo,428.644290210.
o,408-64429011. 2 l.000.o00

900-0000.368.6442901t2
850.O00o,34290 8.6442
800.oooo,398.644240l4 I
750.000o,37240

o,298.644240I
500.0008.644l7 I 5

M.RIDHO FICARDO

,'3

4.24O
2

4.

B.
I

2.500.000

a.644
o,4045.

1.21C.OOO

(Golongan I/
Jabatar Pelaksala (Golonga3.644115.

16.
240



LAMPIRAIT II PERATT'RAN GT'BERITUR LAMPUNG
NOMOR i : TAHUU2O18
TANGGAL: r'.r"irrl: 2OlA

PERIIITI'NGAN TA}IBAIIAN PEITGHASII.ATT PE&AWAI I|EGERI SIPE
DAI{ CAIOIT PDGAWAI ITEIGERI SIPIL

Nama PNS
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
OPD/Unit kerja

IYarna
Nip.

Bandar Lampung,

NaEa
Itip.

No. IITDIKATOR XIITERJA NILAI PENGT'IruRAN
IilITERJA

4

SKOR

I 2 3 5

KEHADIRAIT KERJA LOOo/o

a. Jumlah Kehadiran Penuh 100 100/ 100 x 100

U..frmUt kehadiran /jam kerja
dibandingkan dengarr jun:Jah hari
keqa/jarra ke4'a efektif setiap bulan

Nilai dibagi seratus
dikalikan seratus

TP = Besaran TP x skor

100,ooo/o
Hasil Skor

GUBERNUR LAMPUNG

trd

M.RIDHO FICARDO

Salinan ses dengan aslinya
KEPALA B I-IUKUM,

s.H M.H
Pembina Utama Muda

NrP. 19680428 199203 1003

Pejabat Peailai
lAtasan Langeungl'

Mengctahui/ Uenyetujul:
Atasan PeJabat Penllai,

Jumlah
kehadiran
dibagi
jumlah hari
kerja efeldif
dikalikan
seratus



RTI(APITI'L/\SI PERTIITI'I{GAI{ TAUBAHAN PENGHASIL/\il PE GAWAI ITDGERI

SIPIL DAN CAI'N PEGAWAI NDGERI SIPIL

OPD/T'ITIT XER^'A
B[,I"AN

No.

Juolah

Bandar LamPung,

KEPAI,A OPD/UNIT KERJA,

l{IP.

Salinan sesu i dengan aslinya
rtd

HI.]KUM,

s.H M.H
Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1003

KEPALA

NAMA PEGAWAI
BESARAN
Tambahan

Penghasllan

SKOR
(Kchsdirstr)

(Skor) JUMLAH
DITERIMA

1 2 3 4 5 6

M,RIDHO FICARDO

LAMPIRAIT III: PERATURAN GUBERNUR LAJYIPUNG

NOMOR : TAIIUIT 2018
TANGGAL i ' 2018

=

=
I

ts-

GUBERNUR LAMPUNG



LAMPIRAN TV PERATURAN GUBERITI'R LIIMPUITG
NOUOR , ,i TAIIT II 2018
TANGGAL : ,: r l;, r::'i 2OlA

CONTOH:
PERHITT'ITGAN TAUBAIIAN PENGHASILIUT PEGAWAI ITDGERI SIPIL DA'IT

CAIPI{ PEGAYAI NEGERI SIPIL

Nama PNS
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
SKPD/Unit kerja

6a%

Bandar Lampung,

Ueagetahul/MenYetuJul:
Atasaa Pejabat Penilal'

NIP.

PeJabat Penilai
(Atasen Langsungf'

NIP

SKORPENGUKURANNILAINo.
5432

KOMPONEN I(INERJA
I

t Kehadi.:aa l OOo/o
100,o0%IOO/ lOOxl00%100a. Jumlah kehadiran Penuh

68 x 7OOo,l
b. Jumlah kehao'tuan 15 hari ke{a

dan hari kerja efektif setiap bulan
22t^arikeqa.

TP = BD x Jumlah = 3.OOO.OOO x 68% =R . 2.O4().OOO

GUBERNURLAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesua dengan aslinya
KEPALA B UKUM,

s.H M.H
Pembina lItama Muda

NrP. 19680428 199203 1 003

zvL

75/22x7OA=
68


